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Abstraksi 
Harmonisasi yang dilakukan oleh kepolisian dan badan pelayanan perizinan 
terpadu kota malang yaitu dengan cara koordinasi tetapi di haruskan dengan 
koordinasi yang jelas. hambatan yang muncul yaitu a).faktor koordinasi yang 
kurang berjalan dengan optimal dari Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. b). 
Faktor undang-undang yang masih kacau atau rancu. c). faktor kurangnya 
sosialisasi tentang pengurusan izin keramaian antara kepolisian dan pemerintah 
kota malang. d). adanya penyalagunaan wewenang. Upaya yang dilakukan dalam 
harmonisasi a). adanya MoU. b). merumuskan kembali peraturan yang di anggap 
rancu tentang izin keramaian. c). sosialisasi pengurusan izin keramaian di 
masyarakat. d). adanya pembinaan rutin di kedua instansi tentang izin keramaian 
umum. 




Harmonization is carried out by the police and city agencies permit service 
integrated in a way that is unfortunate but in coordination with the coordination 
required to jelas.hambatan that arise are a) .faktor poor coordination with the 
optimal running of the police and government koata unfortunate. b). Factors laws 
still chaotic or ambiguous. c). lack of socialization factors permit the crowd 
between the police and the city government poor. d). any abuse of authority. 
Efforts made in harmonizing a). the MoU. b). reformulate considered ambiguous 
rules on authorizing the crowd. c). permit socialization in society crowd. d). the 
existence of regular coaching at both agencies on permit public activities.  
 







Kegiatan keramaian merupakan hal yang sering dilakukan oleh 
masyarakat oleh sebab itu masyarakat pada umumnya harus memiliki izin 
untuk melakukan kegiatan yang bersifat keramaian. Hal tersebut akan 
berguna dan memiliki bukti sah untuk melakukan kegiatan keramaian 
tersebut, oleh sebab itu pentingnya masyarakat dalam melakukan proses 
izin dalam kegiatan keramaian. 
Dapat bisa kita dipahami bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang 
memang memberikan izin dan harus menggunakan proses–proses tertentu. 
Izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai 
kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan 
dilakukannya kegiatan dan lahir setelah ada izin. Tanpa izin, suatu pihak 
tidak dapat melakukan kegiatan yang di muat dalam izin itu.
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Melihat dari pentingnya izin itu sendiri bagi masyarakat, izin  
(vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang 
disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan 
pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai 
hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin mengatakan 
bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang 
dilarang menjadi  boleh. Sementara itu menurut Sjahran Basah, izin adalah 
perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan 
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peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur 
sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
2
. 
Dengan demikian maka dalam hal ini, suatu daerah dapat 
memberikan izin kepada masyarakat daerahnya dengan ketentuan yang 
sah. Dalam pelaksanaan pemberian izin yang sah harus dilaksankan 
dengan tatacara yang sudah ditentukan dalam suatu daerah. 
B. MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana harmonisasi yang dilakukan antara Kepolisian dan 
Pemerintah Kota Malang terkait adanya kewenangan pengurusan izin 
keramaian yang sama ? 
2. Apa hambatan dan upaya dalam harmonisasi kewenangan pengurusan 
izin keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang ? 
C. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris. Study law in 
action merupakan study social yang bersifat empiris bukan normatif. Studi yang 
demikian itu, hukum tidak dikosepkan ebagai suatu gejala normatif yang otonomi 
(seperti study law in book), tetapi hukum dikonsepkan sebagai peranata social 
yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel social yang lain.
3
 
Data diperoleh dari hasil penelitian dan/ atau narasumbernya dengan 
melakukan studi lapang terhadap objek penelitian di Polresta Kota Malang dan 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Data berasal dari hasil 
wawancara dengan bagian izin keramaian Polresta Kota Malang dan bagian 
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ParSosBud Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. untuk memberikan 
informasi serta data yang terkait dengan permasalahan. 
Berdasarkan data yang dalam penelitian, penulis mempergunakan metode 
deskriptif analisis dalam menganalisa data, deskriptif merupakan prosedur 
pemecahan masalah yang diteliti dengan cara  menganalisis data primer dan data 
sekunder dari hasil wawancara di lapangan ataupun berkas berkas yang di dapat 
waktu dilapangan secara lengkap. Agar data yang diperoleh mudah di analisis 
serta di simpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan di dalam 
penelitian, maka jawaban-jawaban yang beraneka ragam dari para responden 
harus diringkas terlebih dahulu, dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam 
kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan.
4
. Agar menghasilkan kesimpulan 
permasalhan yang diajukan. 
 
D. PEMBAHASAN 
1. Gambaran umum Lokasi Penelitian 
a. Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, 
Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, 
terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya 
dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Malang merupakan kota 
terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal dengan julukan kota 
pelajar. Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia 
pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang 
setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas 
umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi 
kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih 
berbekas hingga sekarang, misalnya ''Ijen Boullevard'' dan 
kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh 
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keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, 
sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di 
pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. 
Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan 
seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga 
Belanda yang pernah bermukim di sana. 
2. Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang 
dijadikan wilayah "Gemente" (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam 
lambang kota Malang terdapat tulisan ; “Malang namaku, maju 
tujuanku” terjemahan dari “Malang nominor, sursum moveor”. Ketika 
kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 
April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi : 
“Malangkucecwara”. Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum 
Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, karena kata tersebut sangat erat 
hubungannya dengan asal-usul kota Malang yang pada masa Ken Arok 
kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar 
atau dekat candi yang bernama Malangkucecwara. 
b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dalam 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka ada perubahan 
nomenklatur yang semula Dinas Perijinan Kota Malang 
menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota 
Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang uraian tugas 
pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BP2T). 
Dalam pelaksanaannya sebagai unsure fungsi Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Malang berikut : 
A. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas koordinasi dan 
penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara 
terpadu. 
B. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi : 
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan 
perizinan terpadu; 
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan 
Rencana Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu; 
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang 
Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum; 
4. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang 
Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum; 
5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; 
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;  
7. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di 
bidang pelayanan perizinan terpadu; 
8. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi; 
9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 
10. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM); 
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP); 
12.  Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 
pelayanan; 
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 
terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah 
Daerah; 
14. Pemberdayaan jabatan fungsional; 
15. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi; 
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai 
dengan   tugas dan fungsinya. 
c. Polresta Malang adapun tentang pengertian kepolisian atau 
definisi kepolisian secara umum menurut pasal 5 Undang-
Undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yaitu : 
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hokum, serta member perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian 
Nasiaonal yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan 
peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Sedangkan tugas dari Kepolisian secara umum terdapat pada 
Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 
adalah : 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
b. Menegakkan hukum; dan 




Dan sebagai sebagai tugas-tugas pokok kepolisian terdapat pada 
Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13, KepolisianNegara Republik Indonesia bertugas : 
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dankelancaran lalu lintas di jalan; 
                                                          
5
 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5. 
6
 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk 
kepentingan tugas kepolisian; 
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
7
. 
Yang artinya bahwa kepolisian bertugas sebagai memelihara keamanan 
dan memberikan keselamatan bagai masyarakat dan juga Negara. Polres 
Malang dalam menjalankan kesatuannya, memiliki struktur organisasi. 
2. Harmonisasi Penanganan Pengurusan Izin Keramaian antara kepolisian 
dan Pemerintah Kota Malang. 
Prakteknya untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan izin 
keramaian saat ini banyak masyarakat kurang mengerti tentang izin dalam 
berkegiatan keramaian umum contoh saja kegiatan aksi atau demo disini 
bahwa kegiatan tersebut harus mengajukan izin kepada pihak badan 
pelayanan perizinan terpadu kota malang dan pihak kepolisian tetapi 
dalam prakteknya masyarakat lebih banyak melakukan izin di kepolisian 
dan bukan kepihak badan perizinan terpadu kota malang terlebih dahulu 
setelah itu ke pihak kepolisian. Dari hasil wawancara dengan pihak 
masyarakat menyatakan  “kami selama dalam berkegiatan aksi atau demo 
memang belum pernah untuk izin ke badan pelayanan perizinan terpadu 
dan selama ini kami hanya melapor ke pihak kepolisian di karenakan kami 
juga tidak tahu tentang harus adanya izin ke badan pelayanan perizinan 
terpadu”.8  
Adapun kegiatan yang memang dilakukan dengan proses yang 
benar tetapi memakan banyak waktu yang lama. Hasil wawancara penulis 
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 Hasil wawancara dengan farid ramdhani aliansi pemuda selaku Koordinator lapangan tanggal 20 
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dengan pihak masyarakat yang sudah melakukan izin menyatakan “ kami 
dalam melakukan proses izin keramaian dengan cara proses yang 
seharusnya tetapi memang proses tersebut memang membutuhkan waktu 
yang cukup lama dan acara yang seharusnya 3 hari kami adakan waktu 1 
hari di karenakan proses yang cukup lama tersebut untuk harmonisasinya 
yang saya lihat hanya dengan koordinasi saja dan menurut saya kurang 
mengikat tetapi koordinasi ada untuk kedua instansi tersebut”.9 Artinya 
adapun masyarakat yang belum mengerti tentang pengurusan izin 
keramaian umum harus kemana dan harus dimana.  
 Ada atau tidak harmonisasi yang di lakukan oleh kepolisian dan 
badan pelayanan perizinan terpadu Kota malang.  
 Pihak kepolisian mengatakan bahwa “kami sudah melakukan 
harmonisasi  dengan badan pelayanan perizinan terpadu BP2T dan 
berjalan dengan baik meskipun ada sedikit salah koordinasi”.10 Sedangkan 
pihak badan pelayanan perizinan terpadu Kota Malang mengatakan bahwa 
“kami memang sudah melakukan harmonisasi tetapi hanya koordinasi saja 
dan koordinasi itu masih belum berjalan dengan baik dan banyak kendala 
seperti untuk kepolisian sendiri mengacuh ke atasan dan intel kodim ikut 
campur dalam pengurusan izin keramaian umum serta masyarakat masih 
belum memahami tentang pengurusan izin keramaian”.11. 
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Disini bahwa dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, 
kesamaan wewenang di dua instansi pemerintahan yang berbeda 
diperlukan koordinasi yang jelas untuk melakukan atau terlaksananya 
harmonisasi. Namun di dalam prakteknya belum terlaksana dengan 
optimal sehingga saat ini belum ada koordinasi yang jelas antara pihak 
kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang terkait 
pengurusan izin keramaian umum. 
3. Hambatan dalam Melakukan Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin 
Keramaian antara Kepolisian dengan Pemerintah Kota Malang.  
  Pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam memberikan 
pelayanan publik khususnya pada izin kegiatan keramaian umum. Kedua 
instansi tersebut mempunyai beberapa faktor hambatan dalam melakukan 
harmonisasi yaitu : 
a. Faktor Koordinasi yang kurang berjalan Optimal dari Kepolisian dan 
Pemerintah Kota Malang 
 Ditinjau dari faktor kedua instansi apakah harmonisasi sudah 
berjalan dengan baik. Pada nyatanya selama ini belum terjadi harmonisasi 
secara baik artinya hanya koordinasi saja dan menurut pihak  Badan 
Pelayanan perizinan Terpadu Kota Malang bahwa koordinasi saat ini 
masih belum cukup baik dan seringnya terjadi kesalahan pahaman tentang 
koordinasi yang di lakukan oleh kami dengan pihak kepolisian
12
. Dari 
pihak kepolisian juga mengalami hal yang sama ketika koordinasi yang 
dilakukan masih belum berjalan dengan baik. 
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b. Faktor Undang-Undang yang masih kacau atau rancu. 
 Bahwa di dalam Peraturan Walikota No.8 tahun 2009 masih di 
rasa pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dianggap 
rancu dikarenakan kurang efektif terhadaap perizinan khususnya tentang 
kegiatan keramaian umum
13
. Artinya harus ada perevisian kembali tentang 
Peraturan Walikota No.8 tahun 2009 agar berjalannya harmonisasi tentang 
pengurusan izin keramaian umum. 
c. Faktor Kurangnya Sosialisasi Tentang Pengurusan Izin Keramaian antara  
Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. 
  Kegiatan dalam keramaian umum yang dilakukan oleh masyarakat 
sering kurang informasi tentang pengurusan izin. Hal ini dapat disebabkan 
oleh apakah 
pihak yang kedua instansi tersebut telah melakukan sosialisasi. 
Kemungkinan kecil adanya kesalahan dalam harmonisasi apabila kedua 
instansi tersebut telah bersama melakukan sosialisasi atas pengurusan 
kegiatan keramaian umum. 
d. Faktor Masyarakat 
  Kendala dalam ketidak harmonisasi antara pihak Kepolisian 
dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang yang didasari 
factor masyarakat tentang pengurusan izin keramaian umum meliputi : 
a. Masyarakat yang kurang mengerti tentang prosedur izin keramaian 
umum. Bahwa masyarakat saat ini memang kurang memahi 
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prosedur yang harus dilakukan ketika pengurusan izin keramaian 
umum.   
b. Banyak masyarakat lebih memilih jalan praktis dalam pengurusan 
izin keramaian umum. Artinya disini banyak masyarakat yang 
cenderung memilih mengurus izin keramaian umum ke kepolisian 
berdasarkan dari survey penulis pihak Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Malang mengatakan bahwa dikarenakan seperti pada 
undang-undang kepolisian nomor 2 tahun 2002 pasal 15 ayat2 (a) 
yang berbunyi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan 
keramaian umum dan masyarakat laiannya maka masyarakat 
menganggap cukup dengan kepolisian saja maka kegiatan 
keramaian umum sudah bisa dilaksanakan hal seperti ini yang 
dirasa pihak kami dirugikan padahal kami sudah menggratiskan 
biaya pengurusan izin tersebut
14
. 
c. Larangan penyalagunaan wewenang 
        Dalam larangan penyalagunaan wewenang merupakan termasuk 
dalam asas umum pemerintahan yang baik untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik. 
 Hal ini yang menjadi hambatan bagi Badan Pelayan Perizinan 
Terpadu Kota Malang dalam pengurusan izin pihak badan Pelayan 
Perizinan Terpadu Kota Malang mengatakan selama ini yang kami 
keluhkan ketika masyarakat mengajukan ke kepolisian dan kepolisian 
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 Hasil wawancara dengan bapak endrawan, selaku bagian Pariwisata Sosial dan Budaya Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu BP2T Kota Malang tanggal 17 juli 2014. 
mengizinkan tanpa ada sepengetahuan kami hal yang seperti ini kadang 
bisa di anggap kami lalai menjalankan tugas dalam izin keramaian umum.  
4. Upaya dalam Melakukan Harmonisasi Kewenangan Pengurusan Izin 
Keramaian antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. 
 Upaya yang ditempuh dalam melakukan harmonisasi 
kewenangan pengurusan izin keramaian antara pihak Kepolisian dan 
Pemerintah Kota Malang dapat di lakukan sebagai berikut : 
1. Adanya MoU ( Memorandum Of Understanding) 
 MoU dalam istilahnya merupakan nota kesepakatan perjanjian 
pendahuluan. Menurut pendapat Munir faudi, Memorandum of 
Understanding merupakan terjemahan bahasa Indonesia yang paling pas 
dan paling dekat dengan nota kesepakatan. Pada hakekatnya Memorandum 
of Understanding merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang nantinya 
akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengarturnya 
secara lebih detail. Oleh karena itu, dalam Memorandum of Understanding 
hanya berisikan hal-hal pokok saja.
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2. Merumuskan peraturan yang baru dalam peraturan walikota tentang izin 
keramaian. 
 Artinya disini bahwa masih rancunya peraturan tentang izin 
keramaian di Peraturan Walikota Kota Malang yang harus dirumuskan 
peraturan yang baru agar terciptanya harmonisasi dengan baik antara 
pihak Kepolisian dengan Pemerintah Kota malang.  Dari hasil 
wawancara penulis dengan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
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 Elsi Kartika Sari ,S.H., M.H dan Advendi Simangunsong ,S.H., M.M, Hukum Dalam Ekonomi, 
grasindo, Jakarta, 2007, hlm.37. 
BP2T mengatakan bahwa pihak kami juga saat ini sedang merumuskan 
peraturan yang baru dalam Peraturan Walikota No.8 tahun 2009 tentang 
izin keramaian dan kami juga menganggap masih ada kerancuan di 
dalam Peraturan Walikota tersebut. Sehingga dapat terjadi harmonisasi 
antara Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalm pengurusan izin 
keramaian. 
3. Sosialisasi peraturan pengurusan izin keramaian di masyarakat. 
 Bahwa dalam hal ini pada pihak Kepolisian maupun Pemerintah 
Kota Malang harus benar-benar mensosialisasikan tentang pengurusan 
izin keramaian agar masyarakat paham dan mengerti tentang 
kepengurusan izin. 
4. Adanya pembinaan rutin untuk Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang 
untuk izin keramaian. 
 Adanya pembinaan rutin dimaksud agar selalu ada koordinasi 
yang jelas dengan kedua instansi tersebut. Adapun keunggulan dalam 
factor pembinaan rutin meliputi : 
1. Lebih mengerti dalam pengurusan izin keramaian umum 
2. Meminimalisir keadaan-keadaan kesalahpahaman tentang koordinasi 
yang di lakukan pihak Kepolisian Dengan Pemerintah Kota Malang 
  Dengan adanya upaya tersebut maka pihak Kepolisian dan 
Pemerintah Kota Malang bisa di harapkan menjalanin hormonisasi yang jelas 
tanpa adanya menyampingkan kewenangan-kewenangan yang diluar dari 
kewenangan dalam pengurusan izin keramaian dam masyarakat juga 
mengetahui secara jelas tentang pentingnya pengurusan izin agar dapat 
berkegiatan keraimaian umum dengan baik dan berjalan lancar tanpa adanya 
sanksi akibat penyalahgunaan pengurusan izin yang salah.  
E. PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pemerintah Kota 
Malang dalam kewenangan pengurusan izin keramaian adalah 
dilakukan melalui cara koordinasi saja yang menurut Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Kota Malang tersebut kurang berjalan dengan baik 
atau kurang berjalan secara maksimal dikarenakan koordinasi tersebut 
tidak mengikat secara resmi dan dapat terjadi kesalahan wewenang. 
Selama koordinasi tersebut dilakukan masih terjadi kesalahan-
kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam pengurusan izin 
termasuk izin keramaian tersebut. 
b. Adapun hambatan-hambatan dalam memakukan harmonisasi  
kewenangan izin keramaian yaitu (1) Factor koordinasi yang kurang 
berjalan optimal dari Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. (2) 
Faktor Undang-Undang Yang masih kacau atau rancu. (3) Faktor 
kurangnya sosialisasi tentang pengurusan izin keramaian antara 
Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang. (4) Faktor masyarakat. (5) 
Adanya penyalagunaan wewenang. 
c. Upaya-upaya dalam menangulangi hambatan kewenangan pengurusan 
izin keramaian sebagaia berikut (1) adanya MoU (Memorandum of 
Understanding) untuk kedua instansi. (2) Merumuskan kembali 
peraturan yang dianggap rancu tentang izin keramaian. (3) Sosialisasi 
peraturan pengurusan izin keramaian di masyarakat. (4) Adanya 
pembinaan rutin untuk Kepolisian dan Pemerintah Kota Malang dalam 
izin Keramaian. 
2. Saran  
1. Kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
a. Kepolisian dan Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kota Malang 
merupakan sebagai instansi yang berbeda kewenangan dalam 
melakukan pelayanan publik di masyarakat , artinya kedua instansi 
tersebut harus saling koordinasi dengan baik secara tertulis sebagai 
pelayanan izin kegiatan keramaian umum di masyarakat agar tidak 
menjadi kesalahan wewenang dalam memberikan izin kegiatan 
keramaian umum di masyarakat. 
b. Disarankan kepada  kepolisian dan  Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Malang agar selalu mensosialisasikan di masyarakat, 
khususnya izin keramaian umum agar masyarakat mengerti tentang 
prosedur pengurusan izin yang benar tentang berkegiatan keramaian 
umum. 
c. Disarankan juga kepada kepolisian dan Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Malang untuk memberikan sanksi yang tegas atas 
masyarakat yang melakukan kegiatan keramaian umum yang tanpa 
melalui prosedur pengurusan izin yang benar. 
2. Bagi Masyarakat yang akan Mengajukan Izin 
Masyarakat disarankan untuk mengerti tentang pengurusan izin keramaian 
terlebih dahulu agar masyarakat yang akan melakukan izin kegiatan 
keramaian tidak mengambil jalur yang instan. 
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